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Penelitian ini memiliki tujuan yaitu (1) untuk mengetahui dan mengkaji
implikas hukum dari adanya perjanjian Pengalihan dalam pelaksanaan perjanjian
Pembangunan GI Cilegon Baru 1l bagi PLN. (2) untuk mengkaji perlindungan
hukum terhadap PLN dalam hal terjadi perjanjian pengalihan terhadap perjanjian
Pembangunan GI Cilegon Baru Il yang semula dibayai APBN menjadi APLN.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif empiris, dilakukan
dengan mengkaji dan mendeskripsikan bahan-bahan pustaka dikaitkan dengan
hasil wawancara narasumber dan responden yang berkaitan dengan permasal ahan.
Objek pembahasannya menitikberatkan pada implikasi hukum dan perlindungan
hukum dalam hal terjadi perjanjian pengalihan terhadap perjanjian pengadaan
barang/jasa yang semula dibiayai APBN menjadi APLN bagi PT PLN.

Hasil pendlitian: (1) Implikasi hukum adanya Perjanjian Pengalihan dalam
pelaksanaan Perjanjian Pembangunan Gl Cilegon Baru Il bagi PLN antara lain;
Beralihnya hak dan kewgjiban dari Pemerintah kepada PLN sehingga PLN berhak
menerapkan aturan internal PLN dalam penyelesaian pembangunan Gl Cilegon
Baru Il, Status APBN yang telah dibayarkan oleh Pemerintah dikategorikan
sebagal BPYDBS kepada PLN selama proyek belum selesai, PLN berkewajiban
melakukan pembayaran kepada Arya Sada konsorsium sesual  progress terakhir,
PLN berkewajiban memastikan Arya Sada Konsorsium untuk mengembalikan
uang muka yang telah dibayarkan oleh Pemerintah. (2) Perlindungan hukum
terhadap PLN dalam ha terjadi perjanjian pengalihan terhadap perjanjian
Pembangunan Gl Cilegon Baru Il yang semula dibiayai APBN menjadi APLN
meliputi pengembalian uang muka oleh Arya Sada konsorsium kepada Negara
dan perubahan jaminan pelaksanaan dengan penerima manfaat adalah PLN,
sebagaimana diatur dalam diktum dua Kepmen ESDM 171/2015 dan Pasal 11
Perdir 01/2015.

Kata Kunci : Perjanjian Pengalihan, APBN, Pengadaan barang dan/atau jasa,
Implikasi Hukum, Perlindungan Hukum.
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This study has the objectives of (1) to find out and examine the legd
implications of the transfer agreement in the implementation of the New Cilegon
Gl Development Agreement Il for PLN. (2) to review the legal protection of the
National Electric Company in the event of a transfer agreement regarding the
agreement on the Construction of the New Gl Cilegon Il which was originaly
funded by the State Budget to become the APLN.

This study is an empirical normative study, conducted by studying and
describing library materials associated with the results of interviewees and
respondents related to the problem. The object of the discussion focuses on lega
implications and legal protection in the event of a transfer agreement regarding
the goods/services procurement agreement which was originaly funded by the
State Budget to become the APLN for PT PLN.

The results of the study: (1) The lega implications of the novation
contract in the implementation of the New Cilegon Gl Development Agreement
for PLN include; The transfer of rights and obligations from the Government to
PLN so that PLN has the right to implement PLN's interna rules in the
completion of construction of the New GI Cilegon II. The status of the State
Budget paid by the Government is categorized as BPYDBS to PLN aslong as the
project has not been completed. Finally, the PLN is obliged to ensure that Arya
Sada Consortium returns the down payment paid by the Government. (2) Legal
protection against PLN in the event of atransfer agreement regarding the New Gl
Cilegon Il Development agreement which was originaly funded by the State
Budget to become APLN including the return of advances by the Arya Sada
consortium to the State and the change in the implementation guarantee with the
beneficiary is as stipulated in dictum two Minister of Energy and Minera
Resources Decree 171/2015 and Article 11 Regulation 01/2015.
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